
PERATT'RAN BT'PATI KOIIAWE SELATAI{
rYoMoR : 66 TAIIuIf 2016

TEI|TAITG

KEDI'DI'XAN, SUSIII|AIT ORGA,IIISASI, TTIGAS DAIY FI'IIGSI,
SERTA TATA NERJA DII|AS PERI'UAIIAN DAIT I(AWASAN PERMT'I{IUAIY

I(ABT'PATEN KOITAWE SEI,ATAN

DDIfrAN RATTDIAT TUITANYAIIft| IfrAIIA ES,A

BT'PATI KONAWE SEI"ATAN,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang

Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi

Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,

Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor

52341;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14 tentang Aparatur

Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

BT'PATI KOIYAWE SELIITAIY
PROVII{SI STII.AWESI TEN(X}ARA
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Menetapkan

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O14 Nomor 2214, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

PERATI'RAIT BT'PATI TEITTAITG IGDI'DUTAIT, SUSUITA,IS

ORGAIIAASI, TUGAS DAN FIINGSI, SERTA TATA IITR^IA
DTI|AS PERI'TIAIIAN DAN I(AIrASAN PERUI'XI}IAN
KABI'PATEIT KONAtr'E SEI"ATAIT

BAB I
XETEITTUAI{ T'UUU

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Konawe Selatan;

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Konawe Selatan;

6. Dinas adalah Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan

Pemukiman Kabupaten Konawe Selatan;
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7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat

UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau

kegiatan teknis penunjang tertentu;

8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut

UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang tertentu;

9. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya

dilakukan oleh kementerian negara dan penyelengga.raEul

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;

11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan

yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;

12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan

yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan

potensi yang dimiliki Daerah.

BA'B II
BEITTIIK, I|OUEI{III.ATI'R DAIT TIPE

PERAITGKAT DATRAII

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

BagianKedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Nomenklatur perangkat

dimaksud dalam Pasal

Kawasan Pemukiman.

Pasal 3
daerah kabupaten sebagaimana

2 adaJah Dinas Perumahan dan

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan

pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

diwadahi dalam bentuk dinas.
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Bagian KetQa
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4
(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, diklasilikasikan atas tipe C.

(2) Penentuan tipe Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil

pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan

pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan

Permukiman.

(3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan

pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21,

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB III
IIEDI'I'I'XAI| DAII SUSIII{AT ORGAITISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5
(1) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman merupakan

unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah.

(2) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dipimpin oleh

kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

Pasal 6

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman mempunyai tugas

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang

Perumahan dan Kawasan Permukiman.
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Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

menyelenggarakan fu ngsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sekretariat,

Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum

di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

c. Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang Perumahan dan

Kawasan Permukiman;

d. Pemberian dukungan atas penyelengg€rraan Pemerintah

Daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

e. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Perumahan

dan Kawasan Permukiman;

f. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Perumahan dan

Kawasan Permukiman;

g. Pelaksanaan pelayanan Administrasi Internal dan

Ekstemal;

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

memiliki kewenangan sebagai berikut :

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang

perumahan dan kawasan permukiman;

b. koordinasi staf terhadap setiap kegiatan yang dilakukan

oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan

urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan

permukiman;

c. mengumpulkan dan menganalisis data, dan memantau

perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di bidang

perumahan dan kawasan permukiman; dan

d. pembinaan administrasi organisasi dan tatalaksana pada

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan

Pemukiman Kabupaten Konawe Selatan, terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Perumahan;

d. Bidang Kawasan Permukiman;

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan

Pemukiman Kabupaten Konawe Sclatan sebagaimana

tercantum dalam larnpiran peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAI{ tr,UITGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal lO
Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, merumuskan

kcbijakan, membina administrasi dan teknis,

mengkoordinasikan, men gendalikan, dan mengevaluasi bidang

perumahan, pengawasan bangunau perumahan, dan

pengembangan kawasal perumahan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal l1
(l) Sekretariat mempunyai hrgas melaksanakan,

mcrencanakan, rnengkoordinasikan, melaksanakan dan

incn gentlalikan l-renyusunan rencana strategis dan rencana

kerja Dinas, urusan kctatalaksanaan dan ketatausa haan

Dinas, dan menyusun laporan pcrtanggungiawaban

Pr.:liiksan:ran Program dan Kcgiatan Dinas.

(2) Scki-ctariat dipirnpin oletr seorang sekretaris yang trerada di

bawah dan bertanggurg jawab keprda Kepa.l:r Dinas.
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Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 1, Sekretariat menyelenggarakal fungsi :

a. perumusan rencana kerja Sekretariat;

b. pembinaan pen5rusunan rencana strategis dan rencana

kerja Dinas;

c. pengendalian urusan ketatalaksanaan dan ketatausahaan

Dinas;

d. pengendalian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Dinas;

e. pengendalian data informasi hasil kegiatan Dinas dan

informasi lainnya terkait layanan publik sccara bcrkala

melalui web site Pemcrintah Daerah;

f. pengendalian Standar C)perasional Prosedur (SOP), target

capaian Standar Pelayanan Minimai {SPM), Standar

Pelayanan Publik (SPP), dan indeks Kepr-rasan Masy'arakat

(IKM); dan

g. pelaksana, n fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasa] 13

(1) Sekretariat terdiri atas :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

b. Sub Bagran Umum dan Kepegawaian.

i12i Srrb htagian tlipimpin oleh Kepala Sub tsagian yang berada

tti bau'ah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

(l) Sub Bagran Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas

melaksanakan Menyiapkan bahan dan data dalam rangka

penyusunern rencana program, anpgaran dan keuangan

Dinas.

{2} Sub Bagran Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

nrelaksanakan mengelola ketatalaksanaan dan

ketatausahaan, mcliputi administrasi umum dan

kepegawaian, ttrusam runul: tangg,a, barang milik dacrah,

perpu stakaan, dan kearsipar i.
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Bagian Ketiga
Bidang Perumahan

Pasal 15

(1) Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan

merencanakan, mengkoordinasikan, pelaksanakan, dan

mengendalikan, serta mengevaluasi program dan kegiatan

di bidang pembangunan perumahan formal dan

perumahan swadaYa.

(2) Bitlang Perumahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas.

Pasal 17

(1) Bidang Perumahan terdiri atas :

a. Scksi Pendalaan dan Perencanaan Perumahan;

b, Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Pcrumahan;

c. Seksi Pemantauan darr Evaluasi Perumahan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15, Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan rencana kerja Bidang;

b. perumusan kebijakan pembangunan perumahan formaldan

perumahan swadaya;

c. pembinaan kerja sama dengau badan usaha pembangunan

6rrumahan, lembaga keuangan, dan lembaga pendukung

per-umahan dalam pembangunan perumahan formal dan

swadaya;

d. perLimusan kebijak;rrr pembangrnan dan pemeliharaan

prasararra sarana dan utilitas perumahan;

e. perumusan kebijakan pembangrr:ian ltr:mah Su-sun Se'"r'a

(Rusunawa) dan Rurnab Susun Milik (Rasunami) bagi

Mas3-a *rkat Berpenghasilan Rendah (MBRI;

i p:1.:.lcsanaan rr:onitoring darl evaluasi program kcgiatan

Bidang; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oletr kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya;
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(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Perumahan

Pasal 18

(1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan mempunyai

tugas melaksanakan urusan fasilitasi pembangunan bidang

perumahan formal.

(2) Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan mempunyai

tugas menyediakan & pelaksanaan urusan pembangunan

bidang perumahan.

(3) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan mempunyai

tugas mengendalikan serta mengevaluasi program dan

kegiatan di bidang bangunan perumahan.

Bagian Keempat
Bidang Kawasan Permukiman

Pasal 19
(l) Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas

merencanakan, mengkoordinasikatr, mclaksanalen,

mengendalikan, dan mengevaluasi program, dan kegiatan

bidang perencanaan pengembangan kawasan permukiman,

serta kerjasama dan fasilitasi pembiayaan perumahan.

(2) Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang

yang berada di bawah dan trertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

Pasal 2O

Dalam melal<sanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19, Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan

fungsi :

a. penJrusunan rencana kerja Ridang;

b. perumusan kebijakan pengelolaan dan kerjasama dalam

pembangunan Kasiba dan Lisiba;

c. perumusan kebijakan penanganan kawasan kumuh
perkotaan;

d. perumusan kcbijakan pembiayaan di bidang pcrumahan;
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e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan

Bidang; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(l) Bidang Kawasan Permukiman terdiri atas :

a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan

Permukiman;

b. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

Permukiman;

c. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Permukiman.

(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Kawasan Permukiman.

Pasal 22

(l) Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman

mempunyai melaksanakan rencana pengembangan

kawasan permukiman

(2) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

mempunyai tugas mengendalikan serta mengevaluasi

program dan kegiatan di bidang bangunan permukiman

(3) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Permukiman

mempunyai tugas memanfaatkan & mengendalikan

program dan kegiatan di bidang Kawasan Permukiman.

Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 23
(l) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis

dinas secara operasional di lapangan.

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dcngan Tata Usaha

dan Jabatan Fungsional yalg berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis

Dinas.
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(4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi

serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah

dikonsultasikan secara terh is kepada Gubernur Sulawesi

Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal24

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD/UPIB yang

terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi

dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap

melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta T\rgas dan

Fungsi UPTD/UPTB yang baru diundangkan.

BagianKeenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagt dalam

berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang

ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada kepala dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

keda.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(l) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
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BAB V
TATA I(ER^'A

Pasal 27
(1) Dalam melalsanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi

dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi

dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi

lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas

masing-masing.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris

dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit
organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-

masing.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan

Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan

melekat.

Pasal 29

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya

masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk

terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 30

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi

wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugiawab

pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan

berkala tepat pada waktunya.

Pasal 28

Kepa1a Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya

masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil

langkahJangkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.
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Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari

bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk

menJrusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan

petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 32

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan

pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional

mempunyai hubungan ke{a.

Pasa] 33

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala

Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian

bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat

berkala.

Pasal 34

(1) Dafam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan

tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku;

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala

Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi

tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 35

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-

masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat

mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada

pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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BAB VI
KIPANGKATII,II, PEI|GAI|GKATAIf, ESEI,()MsASI DAI|

PEUBERIIEIf TIAtr DAI"AU .'ABATAJT

Pasal 36

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam

jabatan struktural dilingkungan Dinas Pemmahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Selatan,

berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang

berlaku.

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas

usul Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIb.

(4) Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIIa

(5) Kepala Bidang lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Konawe Selatan merupakan
jabatan eselon IIIb.

(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe

Selatan merupakan jabatan eselon IVa.

(7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Selatan

diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala

Dinas melalui Sekretaris Daerah.

(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten

ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang

ditetapkan oleh Pemerintah.
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BAB VII
PEITUTUP

Pasa-l 37

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati

Konawe Selatan Nomor 1l Tahun 2O14 tentang Penjabaran

Tugas dan F\rngsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Konawe Selatan dan ketentuan lain yang

bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 2q WUCn br2!l6

NSI
B KO TAN,

lc u
5 eePea

4. I(ABAG HUKUM

H. SUR DIN DANGGA
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